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PUTUSAN
Nomor 1595/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam
perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-2647/PJ/2013, tanggal 27 November 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, beralamat di The
Honey Lady 3rd Floor Lot 301-306, Kawasan CBD Pluit,
Jalan Pluit Selatan Raya, Nomor 1, Penjaringan, Jakarta
Utara, yang diwakili oleh Indra Kanoena, jabatan Direktur PT
Bukit Makmur Mandiri Utama;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada
Darussalam, S.E., Ak., M.Si.,, LL.M., Int.Tax., dan kawan,
keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Kuasa Hukum,
beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 03/BUMA/Tax/XIl/2014, tanggal 1 Desember
2014;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.46953/PP/M.11/16/2013, tanggal 3 September 2013 vyang telah
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berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1.Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya;

2.Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor
KEP-1080/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011, tentang
Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008
Nomor 00313/207/08/091/10 tanggal 2 Agustus 2010, atas nama PT
Bukit Makmur Mandiri Utama;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
Surat Uraian Banding tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put.46953/PP/M.11/16/2013, tanggal 3 September 2013 vyang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1080/WPJ.19/BD.05/2011
tanggal 26 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
Masa Pajak September 2008 Nomor 00313/207/08/091/10 tanggal 2 Agustus
2010, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4-
091.000, beralamat di The Honey Lady 3rd Floor, Lot 301-306, Kawasan
CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya, Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara
14440, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp628.387.039.612,00
Pajak Keluaran Rp 45.330.923.360,00
PPN Yang Dapat Diperhitungkan Rp 93.048.923.698,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar (Rp 47.760.099.727,00)
Kelebihan pajak yang sudah:

Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 47.761.100.564.,00
PPN yang kurang dibayar Rp 1.000.837,00
Sanksi Administrasi :

Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 1.000.837,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.001.674,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2013,

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
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permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 10 Desember 2013 dengan disertai alasan-alasannya
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10
Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 10 Desember 2013 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon
kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46953/PP/M.11/16/2013
tanggal 3 September 2013 yang dimohonkan Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.46953/PP/M.II/ 16/2013 tanggal 3 September 2013 karena
telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali
(semula Pemohon Banding);

3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-1080/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011, tentang
Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak
September 2008 Nomor 00313/207/08/091/10 tanggal 2 Agustus
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2010, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP
01.837.370.4-091.000, telah dibuat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga
karenanya sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon
Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 18 Desember 2014 yang pada intinya putusan
Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan
peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali
tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
pertimbangan:

- Bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar
Rp431.002.256,00 yang berhubungan dengan ekualisasi peredaran
usaha di PPh Badan dengan PPN kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan
terdapat objek PPN yang belum dilaporkan dan belum dipungut PPN
nya, bahwa koreksi ini hanya terkait penyerahan solar oleh Pemohon
Banding yang tidak terutang PPN yang tidak disetujui Pemohon Banding;

- Bahwa koreksi atas penyerahan fuel kepada pihak ketiga sebesar
Rp234.832.832,00 tidak dapat dipertahankan, karena penyerahan solar
(fuel) kepada pihak ketiga bukan merupakan penyerahan Barang Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 beserta

penjelasannya, dengan demikian atas penyerahan a quo tersebut tidak
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terutang PPN. Sedangkan atas koreksi terbanding terkait dengan
penyerahan solar (fuel) kepada pihak ketiga sebesar Rp10.008.358,00,
Pemohon Banding tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut
maupun bukti-bukti pendukung, sehingga atas koreksi a quo tetap
dipertahankan. Dengan demikian jumlah koreksi DPP PPN Barang dan
Jasa Masa Pajak September 2008 sebesar Rp431.002.256,00 untuk
jumlah koreksi sebesar Rp420.993.898,00 tidak dapat dipertahankan,
dan sebesar Rp10.008.358,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Maijelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,
dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Maijelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irffan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi PK Rp2.480.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001
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